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ABSTRAK 

Pedoman standar pelayanan menjadi acuan utama dalam upaya 
penyelenggaraan layanan yang berkualitas, efektif, efisien dan teratur serta 
sebagai komitmen penyelenggara kepada masyarakat. Mal Pelayanan Publik di 
Kota Banda Aceh dianggap sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan termasuk bagi masyarakat disabilitas. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis penerapan standarisasi pelayanan publik di Mal 
Pelayanan Publik Kota Banda Aceh serta upaya yang dilakukan pemerintah 
Kota Banda Aceh dalam memenuhi standar tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan 
teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi serta teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa, penerapan standarisasi pelayanan publik di Mal 
Pelayanan Publik Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya optimal, untuk 
saat ini Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh menyediakan sarana dan pra 
sarana seperti lift, kursi roda, tempat parkir khusus disabilitas, toilet disabilitas 
serta ruang tunggu khusus untuk disabilitas. Selain itu, Mal Pelayanan Publik 
Kota Banda Aceh sendiri masih belum memiliki pendamping serta penerjemah 
khusus yang berverifikasi yang mengakibatkan kurang efektifnya proses 
pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh  
 
Kata kunci: Standarisasi, pelayanan publik, penyandang disabilitas              
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah   

 Pada dasarnya aktivitas pelaksanaan standarisasi pelayanan publik sebagai 

tindakan seseorang atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu 

sehingga mampu melaksanakan tindakan secara efektif agar semua orang dapat 

terlayani secara baik. Oleh karena itu maka sebagaimana Hardianto menyebutkan 

bahwa “Setiap masyarakat memiliki hak, peluang dan kedudukan yang sama dimata 

hukum. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak, kewajiban dan 

kedudukan warga negara adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik”.1 

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik diperlukan pengelolaan 

pelayanan publik secara terpadu dan integritas. Pelayanan publik yang berkualitas 

seringkali dianggap  sebagai pelayanan dengan kualitas prima. Pelayanan prima 

tersebut mengacu pada pedoman pemberian pelayanan terbaik yang dijadikan sebagai 

tolak ukur dalam pedoman pemberian  pelayanan dan sebagai tolak ukur penilaian  

kualitas pelayanan dan janji satuan organisasi dengan masyarakat dengan tujuan 

memberikan palayanan yang bermutu, efektif, efisien dan juga berkualitas. Salah satu 

cara  pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik adalah melalui inovasi dalam 

layanan publik. Inovasi di bidang pelayanan publik menekankan pada upaya perbaikan 

                                                              

1)Firda Silvia Pramashela and Hadiyanto Abdul Rachim, ‘Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi 

Penyandang Disabilitas Di Indonesia’, Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 4.2 (2022), 225.  
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sehingga hasil dari inovasi tersebut mampu menghasilkan perubahan yang signifikan 

terhadap kualitas layanan yang juga dapat dijangkau oleh masyarakat.2 

Mal Pelayanan publik merupakan salah satu inovasi yang di perkenalkan oleh 

pemerintah, konsep dari Mal Pelayanan Publik adalah mengintegrasikan semua jenis 

layanan dalam satu gedung. Dalam Mal Pelayanan Publik terdapat aktivitas kegiatan 

penyelenggaraan pelayanan publik baik itu barang, jasa ataupun pelayanan 

administrasi lainnya yang disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dan pelayanan-pelayanan tersebut berada dalam satu lokasi 

atau di satu atap.3 

 Dasar hukum Mal Pelayanan Publik adalah peraturan menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi atau biasa yang disingkat PANRB Nomor 23 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, tertulis bahwa Mal 

Pelayanan Publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu.4 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

dijelaskan bahwa “Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

                                                              
2) Safira Aulia Salma and Ertien Rining Nawangsari, ‘Kualitas Pelayanan Publik Pada mal 

pelayanan Publik qualityof Public Serviceat Public Service Mall’, Jurnal Kebijakan Publik, 13.2 (2022), 

170–78. 
3)

Ukrimatul Umam and Adianto Adianto, ‘Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik’, 

Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum, 4.1 (2020), 160–65.  
4)

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 23 

tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.   
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menyediakan barang, jasa dan administrasi yang diberikan kepada seluruh warga 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”5. Mal Pelayanan 

publik merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna 

menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi setiap orang yang memerlukan  proses 

pelayanan publik termasuk juga dengan penyandang disabilitas.  

Penyandang disabilitas tergolong rentan, mereka merupakan kelompok yang 

sering mengalami diskriminasi dan tidak dihormati hak-haknya, hal ini dikarenakan 

penyandang disabilitas sering dianggap sebagai orang cacat. Hal ini juga terjadi pada 

pelayanan publik seperti di perkantoran yang notabe nya merupakan tempat 

berlangsungnya proses pelayanan publik seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga 

(KK) dan pelayanan lainnya yang tidak terdapat fasilitas penunjang bagi penyandang  

disabilitas. Karena “Penyandang disabilitas mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban 

yang sama dengan orang non-disabilitas, maka sebagai warga negara Indonesia, 

penyandang disabilitas diberikan perlakuan khusus yang melindungi mereka dengan 

maksud sebagai upaya perlindungan dari kerentanan dan berbagai tindakan 

diskriminasi terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.” 6 

 Penyandang disabilitas pada umumnya masih memiliki stigma yang negatif di 

beberapa kalangan masyarakat, ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak layaknya 

masyarakat umum menjadi hal yang sangat mendominasi. Salah satu haknya yaitu hak 

                                                              
5)

 Undang-undang nomor 25 tahun 2009. 
6)

 Ndaumanu Frich, ‘Penyandang Disabilitas Mental’, Jurnal HAM, 11.1 (2020), 131. 
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untuk mendapatkan pelayanan publik, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang 

nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan sebagai berikut: 

“Penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik yang meliputi hak untuk 

memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, 

tanpa diskriminasi, pendampingan serta penyediaan fasilitas yang dapat diakses di 

tempat layanan publik tanpa tambahan biaya seperti layaknya masyarakat lainnya. Oleh 

karena itu, Pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatian yang cukup terhadap 

penyandang disabilitas termasuk dalam hal akses pelayanan umum”7 

 Penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas pada mal 

pelayanan publik pasar Aceh di Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil observasi dan 

penelusuran fisik yang dilakukan dari berbagai media sosial di Kota Banda Aceh, 

terdapat 449 orang penyandang disabilitas yang berhasil  diverifikasi oleh Dinas sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. 8 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 desember 

2022 di MPP pasar Aceh di Kota Banda Aceh, Mal Pelayanan Publik di Pasar Aceh 

memiliki beberapa fasilitas yang menunjang untuk penyandang disabilitas seperti; lift, 

toilet untuk disabilitas serta kursi roda. Namun, Dalam perkembangan dunia usaha 

terutama perizinan dan pengurusan administrasi maka diperlukan fasilitas 

pendampingan serta penerjemah khususnya untuk tuna rungu dan tuna wicara,dan 

                                                              
7)

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Pelayanan Publik Untuk Penyandang 

Disabilitas.  
8)

 Nilda Mutia and Yanis Rinaldi, ‘Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas 

Di Kota Banda Aceh’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1.1 (2017), 55–66. 
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untuk saat ini Mal Pelayanan Publik pasar Aceh di Kota Banda Aceh masih 

menggunakan sistem tulis tangan untuk berkomunikasi dengan tuna wicara yang ingin 

melakukan proses pelayanan publik. 9 

Pengimplementasian yang tidak sesuai dengan perundang-undangan 

mengakibatkan kurang efektifnya proses pelayanan publik di MPP pasar Aceh di Kota 

Banda Aceh. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2020 tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dimana 

penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik dengan 

fasilitas dan perlakuan yang optimal yang meliputi pendampingan, penerjemah, 

penyediaan sarana serta sistem informasi. Akibat dari keterbatasan tersebut, 

penyandang disabilitas mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya terlibat dalam 

interaksi dilingkungan masyarakat.  

Pernyataan Undang-Undang diatas seharusnya menjadi acuan bagi MPP  pasar 

Aceh di Kota Banda Aceh untuk menciptakan fasilitas yang sesuai dengan arahan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang membahas tentang hak bagi penyandang 

disabilitas.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang sebagaimana tersebut diatas maka 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

                                                              
9) 

Berdasarkan hasil wawancara awal Peneliti pada tanggal 18 -12 – 2022 di Mal Pelayanan 

Publik Kota Banda Aceh  
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1. Terdapat penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam proses 

administrasi di Mal Pelayanan Publik 

2. Belum adanya fasilitas bagi penyandang disabilitas  

1.3.  Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang diangkat ke permukaan dalam penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan standarisasi pelayanan publik bagi penyandang 

disabilitas di MPP pasar Aceh Kota Banda Aceh? 

2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi standarisasi 

pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di MPP pasar Aceh di Kota Banda 

Aceh? 

1.4.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis penerapan standarisasi pelayanan publik untuk 

penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik pasar Aceh di Kota Banda 

Aceh. 

2. Untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

Memenuhi standarisasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di MPP 

pasar Acceh di Kota Banda Aceh. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini:  

1. Kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan 

sumber informasi khususnya di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, 
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam negeri Ar-

raniry, terkait dengan Standarisasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang 

Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.  

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

dan kajian teori yang mendalam terkait dengan standarisasi pelayanan publik di 

Mal Pelayanan Publik pasar Aceh di Kota Banda Aceh untuk penyandang 

disabilitas.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat untuk 

Mal Pelayanan Publik pasar Aceh di Kota Banda Aceh. 

1.6. Penjelasan Istilah 

 Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang bermakna, yaitu : 

1. Standarisasi, yaitu tolak ukur terhadap suatu objek dengan mendefinisikan 

spesifikasi dan karakteristik tertentu. Standarisasi juga akan menjamin 

keseragaman, kemampuan berinteraksi dan kualitas produk atau layanan  yang 

dapat diandalkan . Standarisasi memainkan peran penting di berbagai industri 

untuk memastikan konsistensi, keamanan dan kualitas yang diakui secara 

global.  

2. Pelayanan publik, Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang di tentukan oleh   

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan  pelayanan administrasi yang disediakan oleh unit pelayanan publik yang 

disediakan.  
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3. Penyandang disabilitas, penyandang disabilitasa adalah orang-orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik yang 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Seringkali Mereka seringkali 

mereka mengalami kendala dalam berinteraksi dengan lingkungan dan 

masyarakat, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-

hari,padahal seharusnya mereka mempunyai hak yang sama dengan individu 

lainnya. 

4. Mal Pelayanan Publik, adalah tempat menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

publik atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang memperluas fungsi 

pelayanan umum, pusat dan juga daerah serta usaha/badan usaha swasta/sektor 

industry dalam rangka penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, 

aman dan juga nyaman.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

1. Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh (Nilda Mutia, 

Yanis Rinaldi (2017),) Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh 

dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam peroses penyelenggaraan 

pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh serta upaya 

apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dan apa upaya yang 

dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi kendala dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Data penelitian 

ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, observasi dan penelitian lapangan. 

Metode penelitian menggunakan penetapan sampel yang dilakukan secara “ 

purposive sampling” yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa 

responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. 

Sementara itu, pada penelitian Standarisasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang 

Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh memiliki tujuan penelitian 

yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan standarisasi pelayanana publik di 

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh serta upaya pemerintah Kota Banda 

Aceh dalam memenuhi standarisasi pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Standarisasi Mal Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya optimal yang 
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ditunjukan dengan sarana dan pra sarana yang kurag memadai seperti tidak 

adanya penerjemah untuk penyandang disabilitas tuna wicara.  

2. Inovasi pelayanan publik di Kota Banda Aceh, (Nurvida Amalia (2021),) Pada 

penelitian ini, membahas tentang inovasi yang harus diterapkan agar pemerintah 

yang ada di setiap instansi di MPP Kota Banda Aceh dapat memberikan 

kemudahan dalam memberikan pelayanan publik untuk seluruh warga negara 

nya. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan sumber data primer dan sekunder yang mana datanya didapatkan 

langsung dari peneliti. 

 

3. Kualitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Mal pelayanan publik 

di kota Pekanbaru, (Sintya Trifira, Roni Ekha Putera, Yoserizal (2022),) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Mal pelayanan Publik di kota 

Pekanbaru dapat menjadi salah satu solusi permasalahan akses palayanan publik 

bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru? Masih terdapat kekurangan 

terhadap penelitian yang dilakukan.  Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis kualitas 

pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil 

penelitian menunujukan bahwa Kualitas pelayanan Publik bagi penyandang 

disabilitas di kota Pekanbaru  sudah mememuhi kriteria yang ditentukan. 
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2.2  Teori Pelayanan Publik 

2.2.1. Definisi Pelayanan Publik  

Pelayanan publik menurut Sinambela adalah pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan dengan berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh aparatur publik untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas 

dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik 

dijadikan sebagai penggerak utama yang dianggap penting oleh seluruh 

pemangku kepentingan  dalam unsur good governance.10 

Pelayanan publik pada dasarnya mencakup kegiatan administrasi lembaga 

birokrasi publik yang langsung  diterima dan dirasakan oleh seluruh masyarakat 

yang dilayani. Dengan demikian pelayanan publik merupakan serangkaian 

kegiatan pokok dan tugas pemerintah sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, khususnya kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, 

manusia tidak lagi terikat ataupun ketergantungan terhadap institusi 

pemeritah..11 

2.2.2 Jenis- jenis pelayanan publik  

Terdapat beberapa jenis pelayanan publik yaitu : 

                                                              
10)

 Riska Chyntia Dewi and Suparno Suparno, ‘Mewujudkan Good Governance Melalui 

Pelayanan Publik’, Jurnal Media Administrasi, 7.1 (2022), 78–90.  
11) Maulidiah, Sri, S.Sos, M.Si, “Pelayanan Publik Pelayanan terpadu Administrasi 

Kecamatan”,Bandung,CV Indra Prahasa,(2014)  
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Pelayanan administratif, pelayanan administratif adalah bentuk layanan yang 

diberikan oleh unit pelayanan yang meliputi proses pencatatan, penelitian, 

pengambilan keputusan, dokumentasi dan aktivitas administratif lainnya yang 

pada akhirnya menghasilkan produk berupa dokumen seperti sertifikat, surat 

izin, rekomendasi dan sejenisnya.  

Pelayanan barang, merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan/atau pengubahan fisik barang, 

termasuk pendistribusi dan penyerahannya kepada konsumen langsung 

(sebagai unit atau individu) dalam suatu sistem . kegiatan tersebut 

menghasilkan produk akhir yang berbentuk fisik contohnya pelayanan listirik, 

air bersih dan pelayanan telepon. 

 Pelayanan jasa merujuk pada layanan yang disediakan oleh unit pelayanan 

yang meliputi fasilitas, infrastruktur dan pendukungnya. Produk akhirnya 

berupa jasa yang memberikan manfaat langsung bagi penerimanya secara 

langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu, contohnya termasuk 

layanan perbankan, layanan pos dan layanan pemadam kebakaran.12 

 Fasilitas  pelayanan publik untuk penyandang disabilitas seperti angkutan 

umum dan gedung pemerintah maupun non pemerintah, harus dapat diakses 

oleh penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhannya. Akses 

                                                              
12)

 Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, ‘KONSEP PELAYANAN PUBLIK 

DI INDONESIA (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia)’, Dedikasi, 22.2 

(2021), 105 <https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860>. 
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infrastruktur pada tempat umum harus memenuhi seluruh kebutuhan 

masyarakat, termasuk juga dengan kebutuhan kelompok lain (terutama 

penyandang disabilitas). Pada dasarnya, akses infrastruktur bagi kelompok 

disabilitas harus menjadi prioritas utama untuk mendukung lingkungan yang 

inklusif.13 

 

 

2.2.3. Standarisasi pelayanan publik 

Selain jenis-jenis pelayanan publik, penyelenggaraaan pelayanan publik 

tentunya tidak lepas dari standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar-

standar tersebut kemudian dijadikan pedoman sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, dan kemudian biasa dijadikan landasan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan sehingga pelaksanaanya semakin 

berkualitas, mudah, cepat terjangkau dan terukur. Terdapat beberapa komponen 

wajib standar pelayanan yang harus ada pada pada unit pelayanan publik yaitu: 

1. Persyaratan, faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

persyaratan adalah efektifitas dan efisiensi, artinya indikator ini tidak 

menimbulkan kesulitan bagi pengguna layanan namun juga sesuai dengan 

landasan hukum yang ada.  

                                                              
13 Syifa Salsabila and Nurliana Cipta Apsari, ‘Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di 

Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas’, 

Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2.2 (2021), 180. 
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2. Sistem meknisme dan prosedur, merupakan serangkaian proses pelayanan yang 

disusun secara jelas dan akurat dalam bentuk grafik yang menggambarkan  tata 

cara untuk penerimaan pelayanan. Selain itu, bagan alur yang dibuat harus jelas, 

sederhana, tidak rumit serta mudah dipahami dan dilaksanakan. 

3. Jangka waktu layanan, adalah batas waktu untuk memberikan layanan oleh 

penyelenggara layanan. Kepastian waktu menjadi salah satu hal penting yang 

perlu diketahui pengguna layanan. 

4. Biaya/tariff, untuk mencegah terjadinya pengutipan yang tidak resmi, 

penyelenggara publik wajib memperlihatkan biaya/tarif yang harus dikeluarkan 

oleh penerima layanan publik.  

5. Produk layanan, penyelenggara harus mempublikasikan banyak produk layanan 

yang ada agar pengguna dapat melihat seluruh produk layanan yang disediakan 

penyelenggara untuk dapat menciptakan dan selalu menjaga kelangsungan 

pelayanan publik yang berkualitas. 

6. Sarana dan Prasarana, untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas harus 

tersedia fasilitas yang memadai. Kondisi ini harus diciptakan agar pengguna 

merasa nyaman  dalam mengakses pelayanannya. 

7. Evaluasi kinerja pelaksana, ukuran sebuah penyelenggaraan pelayanan publik 

yang baik salah satunya adalah penilaian dari pengguna pelayanan. Penyedia 

layanan akan menerima berbagai pilihan peningkatan pelayanan. Salah satu 



15 
 

 

caranya yaitu dengan menyediakan cara untuk mengevaluasi pelayanan yang 

diberikan pengguna dalam bentuk kotak penilaian kepuasan .14 

2.3. Penyandang disabilitas   

2.3.1. Definisi penyandang disabilitas  

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 telah mendefinisikan 

penyandang disabilitas sebagai berikut : 

    “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau 

sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untukj berpartisipasi 

secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan 

hak”15 

2.3.2. Jenis-jenis penyandang disabilitas. 

Terdapat ragam penyandang disabilitas yaitu, 

A. Penyandang disabilitas fisik, khususnya gangguan fungsi motorik, antara lain 

amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, akibat stroke, dan orang 

bertubuh pendek. 

B. Penyandang disabilitas intelektual, gangguan fungsi berfikir akibat tingkat 

kecerdasan di bawah rata-rata, termasuk lambat belajar, keterbelakangan 

mental dan down syndrome. 

                                                              
12)

Heru dkk Kriswahyu, ‘Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 

Survei Ombudsman RI Disusun Dengan Semangat Dedikasi’, Ombudsman Republik Indonesia, 2017, 

31. 
13) 

Undang-undang No 8 tahun 2016, tentang penyandang disabilitas. 
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C. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan 

perilaku, diantaranya; 

a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan 

kepribadian 

b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan berinteraksi 

sosial diantaranya autis dan hiperaktif.  

D. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu penyandang disabilitas pada salah satu 

panca indera yang diantara lain, tunanetra, tunarungu dan/atau tunawicara.  

Dalam penjelasan ayat 2 pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari penyandang disabilitas dan waktu 

serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyadang disabilitas di 

Indonesia, yaitu sebagai berikut:  

Penyandang disabilitas ganda atau multiple Disability, adalah penyandang 

disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas yaitu disabilitas 

runguwicara dan disabilitas netra-tuli.  

Kemudian terdapat juga penyandang disabilitas dalam jangka waktu yang 

lama, adalah jangka waktu paling singkat 6 bulan atau yang bersifat 

permanen.16 

 

 

                                                              
14) Dini Widinarsih, ‘Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan 

Definisi’, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20.2 (2019), 127–42. 
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2.3.3. Hak – hak penyandang disabilitas 

Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan 

pelayanan publik. Sebagaimana yang tertera di dalam undang-undang nomor 

11 tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak untuk penyandang disabilitas, hak-

hak tersebut adalah penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat manusia bebas dari 

eksploitasi dan juga perlakuan yang semena-mena serta memiliki hak untuk 

mendapatkan penghormatan terhadap integritas atas mental dan fisik 

berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Hal ini mencakup hak untuk 

mendapatkan manfaat dari perlindungan dan layanan sosial dalam rangka 

kemandirian serta dalam keadaan darurat. Hak-hak ini meliputi: 17 

a) Hak atas aksesibilitas 

b) Hak untuk hidup 

c) Hak untuk  menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas 

dan situasi yang beresiko 

d) Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum 

e) Hak untuk mengakses keadilan  

f) Hak atas kebebasan dan keamanan  

g) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukum lain yang 

kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia 

                                                              

17)  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011, Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas   
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h) Hak atas perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.  

2.4.  Pelayanan publik bagi penyandang disabilitas  

Dalam upaya untuk mewujudkan hak atas kesetaraan dalam segala aspek 

kehidupan dan melindungi keberadaan penyandang disabilitas, pemerintah 

telah membuat aketentuan hukum yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2016. 

Penyandang disabilitas yang dimaksud adalah setiap undividu yang memiliki 

keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental maupun sensorik dalam 

jangka waktu yang lama dan menjadi penghambat dalam berinteraksi dengan 

orang lain ataupun lingkungannya. Dengan adanya peraturan tersebut, 

pemerintah harus memprioritaskan pelayanan publik bagi penyandang 

disabilitas agar hak-haknya terpenuhi sehingga dapat memperoleh kemudahan 

yang disediakan penyelenggara pelayanan dan diberikan khusus untuk 

penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya pencapaian kesamaan dengan 

masyarakat pada umumnya.  

2.5. Teori Pemerintahan 

2.5.1 Pemerintahan  

Pemerintah dapat dikatakan sebagai penentu berbagai kebijakan yang 

diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat suatu negara. Tujuan 

pemerintahan dicapai melalui suatu struktur yang disebut  sistem pemerintahan. 

Pemerintahan adalah rangkaian kegiatan  negara yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat, 

dengan mengatur dan mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan serta 
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meningkatkan hubungan baik dalam lingkungan negara maupun dengan negara 

lain.  

2.5.2. Peran pemerintah dalam pelayanan publik  

Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur berbagai kegiatan 

pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bagian 

dari tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh anggota 

masyarakat. Terdapat instrument pemerintah yaitu birokrasi yang dapat 

mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan juga efektif serta berkeadilan, 

transparan dan juga akuntabel. Untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan 

baik maka organisasi birokrasi harus professional, aspiratif dan memiliki daya 

tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar masyarakat 

pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Disadari atau 

tidak, setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi 

pemerintah sehingga keberadaannya menjadi suatu yang tidak bisa dihindari. 

Pelayanan birokrasi menyentuh berbagai segi kehidupan masyarakat yang luas 

dengan cakupan pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah semaksimal 

mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik. 18 

2.6. Standar pelayanan minimal (SPM) 

  Pemerintah sekarang ini telah berupaya untuk mengeluarkan kebijakan 

dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan 

                                                              
18) 

Suprianto, Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik, jurusan ilmu pemerintahan 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Riau,vol1,No,2.  



20 
 

 

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Peraturan 

Pemerintah  Nomor 65 tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan 

penerapan standar pelayanan minimal merupakan salah usaha yang dihadirkan 

oleh pemerintah untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan raktyat melalui 

perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat 

minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat. Peraturan tentang 

pemerintahan daerah yaitu ketentuan pasal 11 ayat 4 yang berbunyi; 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman 

pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan 

oleh pemerintah, dan pasal 14 ayat 3. Selanjutnya pemerintah menerbitkan 

peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 sebagai pengganti dari peraturan 

pemerintah sebelemunya tentang standar pelayanan minimal.  Spm merupakan 

salah satu alat pengendali agar pelayanan dasar menjadi prioritas oleh 

pemerintah daerah, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 

2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi dasar di 

dalam pelaksanaan SPM, yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaa maupun 

implementasi SPM itu sendiri. SPM sendiri merupakan standar pelayanan 

minimal yang harus dihadirkan pemerintah daerah kepada masyarakat, 

sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik. Menurut 

Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Tjiptono terdapat beberapa jenis jasa 

yang kemudian dapat dirangkum menjadi 5 dimensi pokok yang meliputi:  
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1. Tangible (bukti langsung), yaitu masyarakat terkesan dengan 

tampilan pelayanan yang langsung bisa dirasakan.  

2. Emphaty, yaitu sikap dan perilaku yang selalu memperhatikan dan 

peduli terhadap kepentingan pelanggan secara individual. 

3. Reliability (keandalan), yaitu pemberian pelayanan secara akurat 

dan dapat diandalkan sesuai dengan yang dijanjikan berdasarkan 

prisnip standar pelayanan minimal. 

4. Responsive, yaitu sigap dalam memberikan pelayanan 

5. Assurance, yaitu terjamin kualitas dan keamanannya. 19 

 

2.7. Kerangka Berfikir  

Menurut Sugiyono (2017) dalam jurnal ilmiah Manajemen Sumber Daya 

Manusia, kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan 

feantara variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan 

masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk 

bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif. Lebih lanjut Sugiyono (2017) 

menjelaskan “seorang peneliti harus menguasai teori ilmiah sebagai dasar 

menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis”. Adapaun dalam 

penelitian ini dapat lihat mengenai kerangka berpikir yang disusun oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

                                                              
19) Lita Listyoningrum dkk, kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngaliyan Kota 

Semarang, jurusan Administrasi Publik, Fakultas ilmu sosial dan Diponegoro, Universitas Diponegoro.   
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Standarisasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang 

Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh  

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik 

Indikator standarisasi pelayanan publik : 

1. Persyaratan 

2. Sistem mekanisme dan prosedur 

3. Jangka waktu layanan  

4. Biaya dan tarif 

5. Produk layanan 

6. Sarana, pra sarana atau fasilitas 

7. Evaluasi kinerja pelaksana  

 

 

Indikator pelayanan publik terhadap disabilitas : 

1. Sarana dan pra sarana 

2. Persamaan perlakuan 

3. Keterbukaan 

4. Keterjangkauan masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Menurut Hendryadi penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik 

yang mencari pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara alami. 

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang 

dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan hasil dari wawancara, observasi 

secara langsung dan hal-hal terkait lainnya. Adapun hasil yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah dapat menghasilkan dan meyajikan secara rinci mengenai hasil 

penelitian yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran 

bagaimana standarisasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di MPP Kota 

Banda Aceh. 

Alasan peneliti memilih metode kualitatif adalah untuk mengetahui secara 

langsung bagaimana penerapan serta peran pemerintah dalam memenuhi standarisasi 

pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di MPP Kota Banda Aceh. Oleh 

karenanya, peneliti merasa bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang 

tepat untuk penelitian ini agar memperoleh hasil yang sesuai.   

3.2. Fokus Penelitian  

Penelitian kualitatif merupakan masalah yang bertumpu pada suatu fokus. 

Fokus disini memiliki arti bahwa pembatasan masalah itu sendiri yaitu suatu usaha 

yang pembatasan dalam sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui 
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secara jelas tentang batasan-batasan mana saja untuk mengetahui ruang lingkup yang 

akan diteliti agar sasaran penelitian tidak terlalu luas. 20  

Pada penelitian kali ini, peneliti menetapkan pada satu fokus yang akan menjadi 

sebagai bahan acuan untuk diteliti dan dibahas serta menjadi batasan dalam melakukan 

penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini memfokuskan pada “ Standarisasi pelayanan 

publik bagi penyandang disabilitas di MPP Kota Banda Aceh”.  

1. Penerapan Standarisasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di MPP 

pasar Aceh Kota Banda Aceh? 

Tabel 3.1. 

Dimensi dan Indikator Penerapan Standarisasi Pelayanan Publik 

No Dimensi Indikator Sumber  

1.  Penerapan Standarisasi 
pelayanan  
 
 
 
 
 
 

1. Persyaratan 
2. Sistem mekanisme dan 

prosedur  
3. Jangka waktu layanan  
4. Biaya dan tariff 
5. Produk layanan 
6. Sarana, pra sarana atau 

fasilitas 
7. Evaluasi kinerja pelaksana  

 

Undang-
Undang Nomor 
25 Tahun 2009  

 

 

 

 

 

                                                              
20)

 Albi anggito& Johan Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif. ( sukabumi: CV Jejak, 

2018) 
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2. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memenuhi Standarisasi Pelayanan 

Khususnya Untuk Penyandang 

 

Table 3.2  

Dimensi pelayanan publik untuk penyandang disabilitas  

 

 

 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini yaiu :  

1. Sekretariat WaliKota Banda Aceh, Jln. Tgk. Abu Lam U No.7, Kecamatan 

Baiturrahman, Kota Banda Aceh (23242), Aceh. Peneliti memilih lokasi ini 

sebagai tempat penelitian pertama dikarenakan wali Kota Banda Aceh 

No Dimensi Indikator Sumber 

1. 
 
 
 
  

Pelayanan Publik untuk 
disabilitas 

1. Sarana dan pra 

sarana  

2. Persamaan 

perlakuan 

3. Keterbukaan 

4. Keterjangkauan 

masyarakat  

Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2009  
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merupakan penggerak sekaligus pencetus kebijakan-kebijakan yang ada di Kota 

Banda Aceh.  

2. Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. Ps. Aceh, Jl. Diponegoro, Kp. Baru, 

Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi ini 

sebagai tempat penelitian utama dimana Mal Pelayanan Publik merupakan 

tempat dimana masyarakat melakukan setiap proses administrasi begitu juga 

dengan disabilitas. Penelitian ini dilakukanpada tahun 2023.  

3.4. Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primer  

Data yang diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat 

seperti wawancara, observasi dan juga dokumentas. 21 Dalam penelitian ini data 

yang didapatkan melalui sekretaris MPP Kota Banda Aceh, pegawai MPP Kota 

Banda Aceh, masyarakat disabilitas. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti 

baik melalui buku-buku serta artikel yang dapat diakses melalui website yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

 

 

                                                              
21)

 Elisa Badriah Asep Nurwanda, ‘Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong 

Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja 
Kabupaten Ciamis’, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7.1 (2020), 68–75 

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3313/pdf>.  
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3.5. Informan Penelitian   

Menurut Moleong dalam Ardianto, informan adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang diteliti dan dapat 

berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Untuk memperoleh data 

penelitian dapat menjawab keadaan objek permasalahan penelitian, peneliti memilih 

informan dengan menggunakan teknik purposive sampling dimana teknik ini hanya 

mencakup orang-orang yang dipilih atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat 

peneliti berdasarkan tujuan peneliti.  

Table 3.3. 

Informan penelitian 

 

No  Informan Jumlah Keterangan  

1 Kabag Ekonomi, Balai 

Kota Banda Aceh 

1 orang Dipilih karena beliau 

mempunyai tugas dalam 

penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian admnistratif. 

2 Kasubag umum, 

kepegawaian  

1 orang  Dipilih karena beliau 

penanggng jawab di MPP Kota 

Banda Aceh  

3 Petugas MPP Kota 

Banda Aceh  

2 orang Dipilih karena memberikan 

pelayanan langsung kepada 

masyarakat 
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4 Penyandang 

disabilitas 

2 orang  Dipilih karena anggota 

masyarakat yang menerima 

pelayanan  

 Jumlah  6 orang   

 Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2023 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik 

tersebut digunakan agar mendapatkan data serta informasi yang valid dan juga 

relevan dalam melakukan penelitian ini.  

1. Observasi 

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau 

meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi 

yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari suatu penelitian yang sedang dilakukan. 

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk 

merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan 

pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, secara umum observasi 

adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut 

didasarkan pada pengetahuan serta gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi dari fenomena yang diteliti, informasi yang didapat harus bersifat objektif, 

nyata dan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
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observasi secara langsung menuju lapangan di tempat penelitian. Di Mal Pelayanan 

Publik Kota Banda Aceh terdapat berbagai fasilitas yang tersedia mulai dari lift, kursi 

roda dan lain sebagai nya, selain itu proses pelayanan publik yang tersedia di MPP 

Kota Banda Aceh juga tanggap dimana para stafnya dengan sigap melayani para 

pengguna pelayanan publik. Namun, fasilitas yang di sediakan oleh MPP masih belum 

menunjang untuk disabilitas.  

2. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan oleh pewawancara yang nantinya akan 

dijawab oleh narasumber atau informan.  Pada hakikatnya wawancara merupakan 

kegiatan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang sebuah isu atau tema 

yang diangkat dalam penelitian. Peneliti memilih untuk mendatangi secara langsung 

informan guna mendapatkan informasi terkait dengan penelitian ini.  

3. Dokumentasi   

 Teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana data yang 

didapat bisa dilihat dengan dokumen-dokumen, buku, peraturan perundang-undnagan, 

catatan trasnkip, gambar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek 

penelitian ini. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti 

gunakan berupa gambar, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan lain 

sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan di teliti.  
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3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan 

dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

proses uji validitas data mencakup beberapa elemen, termasuk pengujian validitas 

internal (keabsahan data), pengujian validitas eksternal (kemampuan generalisasi), dan 

pengujian reliabilitas (konsistensi data). 

1. Uji Credibility  

 Kredibilitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan 

instrument yang mengukur variabel sesungguhnya atau uji kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya 

ilmiah  

2. Uji Trasnferability  

Transferbilitas adalah validitas eksternal dalam sebuah penelitian kualitatif. 

Validitas eksternal dapat menunjukan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian ke populasi dimana sampel diambil. Penelitian dibuat secara rinci, jelas, 

sistematis dan juga dapat dipercaya sehingga pembaca dapat menentukan dapat atau 

tidaknya penelitian diaplikasikan ke tempat lain.  

3. Uji Dependability  

Dependability atau reabilitas adalah penelitian yang orang lain dapat mengulangi 

dan mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji ini dilakukan karena banyaknya peluang 

seorang peneliti mempunyai data tanpa turun ke lapangan secara langsung, maka 

penelitian ini tidak realible atau dependable.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

 
Gambar 4. 1 Gambar Gedung MPP Pasar Aceh 

Sumber diolah peneliti 

 

Mal pelayanan publik merupakan layanan yang berada di bawah naungan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Mal Pelayanan 

Publik yang terletak di Pasar Aceh merupakan salah satu pusat layanan yang disediakan 

untuk memberikan pelayanan publik yang efisien, mudah diakses serta berkualitas 

kepada penduduk kota Banda Aceh. Mal Pelayanan Publik ini dirancang untuk menjadi 

satu lokasi yang menyatukan berbagai jenis layanan pemerintah dan fasilitas publik di 

satu tempat yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam 

mengakses berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Landasan pembentukan 

Mal pelayanan Publik di Kota Banda Aceh tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh 
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Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Banda Aceh dan Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2016 Tentang susunan 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu Kota Banda Aceh. Kemudian penandatanganan komitmen 

Walikota Banda Aceh dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018 Tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 22 

4.1.1 Visi dan Misi Mal Pelayanan Publik MPP (Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

DMP-PTSP merupakan salah satu dinas yang mengolah Mal pelayanan Publik, 

maka dari itu DPM-PTSP memiliki visi: “Terwujudnya iklim penanaman modal yang 

kondusif melalui pelayanan terpadu satu pintu untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi kerakyatan yang lebih maju dan berdaya saing” 

Adapun misinya yaitu:  

1) Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang kondusif dan 

peningkatan peluang investasi 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu 

3) Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan 

                                                              
22) Bayu Arief. 2023. Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Banda Aceh Dalam Mendapatkan Penghargaan Pelayanan Prima Grade A. Skripsi. Banda 

Aceh.Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 
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4) Mengembangkan sistem teknologi informasi bidan penanaman modal 

5) Meningkatkan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi. 

4.1.2. Tugas, Fungsi dan Kewenagan DPM-PTSP  

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh yang di naungi oleh DPM-PTSP memiliki 

tugas memfasilitasi dan mendukung proses penanaman modal dan memberikan 

pelayanan yang efisien dan terintegrasi. Selain itu, dinas tersebut juga melaksanakan 

koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang periziznan dan 

nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, 

simplikasi, kemanan dan juga kepastian. Adapun fungsi dari DPM-PTSP sebagai 

berikut: 

1) Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu 

2) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu 

4) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu 

5) Pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu sesuai dengan lingkup dan juga tugasnya.  

Selain tugas dan fungsi, DPM-PTSP juga memiliki mewenangan sebagai berikut: 

1) Penetapan pemberian fasilitas/insetif dibidang penanaman modal dan menjadi 

kewenagan kota 

2) Pembuatan peta potensi investasi kota  
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3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal 

4) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara satu pintu dibidang penanaman 

modal  

5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal  

6) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi 

4.1.3. Struktur Organisasi DPM-PTSP Kota Banda Aceh 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPM-PTSP 

Sumber diolah: https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id/profile/struktur 

 

 

 

 

https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id/profile/struktur
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4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian  

4.2.1 Penerapan Standarisasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di 

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

Penerapan standarisasi pelayanan publik merupakan proses mengadopsi 

pedoman, norma atau kriteria tertentu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

Penerapan standarisasi pelayanan publik memiliki tujuan utama yaitu untuk 

memastikan bahwa setiap warga negara atau pihak yang membutuhkan layanan 

tersebut diperlakukan secara adil, konsisten dan juga berkualitas. Hal ini ditujukan 

untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta kepuasaan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga publik. 

Terdapat langkat-langkah umum dalam penerapan standarisasi pelayanan 

publik, sebagai berikut: 

1. Penetapan standar: pihak yang bertanggung jawab mengidentifikasi 

layanan publik yang akan distandarisasi dan menrumuskan standar  yang 

jelas untuk layanan tersebut. Standar ini juga dapat meliputi waktu respons, 

kualitas pelayanan, prosedur layanan dan lain sebagainya.  

2. Pengembangan pedoman dan prosedur: pedoman dan prosedur operasional 

harus diatur berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Ini membantu 

memastikan bahwa setiap tahap pelayanan dilaksanakan dengan konsisten 

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

3. Pelatihan dan pendidikan: pegawai yang terlibat dalam memberikan 

layanan publik perlu dilatih dan diberikan pendidikan mengenai standar 
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dan prosedur baru. Hal ini membantu mereka memahami betul bagaimana 

memberikan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

4. Implementasi: standar dan prosedur yang telah di tetapkan diterapkan 

dalam praktik pelayanan sehari-hari. Ini melibatkan interaksi dengan 

masyarakat, pengolahan dokumen, penanganan pengaduan daln lain 

sebagainya. 

5. Monitoring dan Evaluasi: proses ini penting untuk memastikan bahwa 

standar yang telah ditetapkan benar-benar diikuti dan berdampak positif. 

Monitoring dapat dilakukan secara berkala untuk melihat apakah layanan 

masih sesuai dengan standar dan jika masalah yang diperlukan. 

6. Umpan balik masyarakat: Pendapat dan umpan balik dari masyarakat 

sangat berharga dalam mengukur efektivitas penerapan standarisasi 

pelayanan publik. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area yang 

perlu ditingkatkan dan memahami bagaimana layanan dapat lebih baik lagi. 

7. Penyempurnaan dan perbaikan : berdasarkan hasil monitoring dan umoan 

balik masyarakat, standard an prosedur dapat diperbarui dan ditingkatkan 

agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih aktif dalam 

memberikan pelayanan  

Penerapan standarisasi pelayanan publik memiliki manfaat signifikan 

termasuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 

mengurangi kesenjangan layanan dan juga menciptakan lingkungan yang lebih 

transparan dan akuntabel dalam pelayanan publik.  



37 
 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari standar 

pelayanannya. Standar inilah yang kemudian menjadi tolak ukur pelayanan 

yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pedoman ini kemudian akan dijadikan acuan pelaksana dan pengguna 

pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya. 

Standar pelayanan juga dibutuhkan dalam upaya menilai efektivitas pelayanan 

dan mengukur kepuasan masyarakat saat mengakses pelayanan yang 

diselenggarakan penyelenggara. Penilaian tersebut kemudian dapat dijadikan 

landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar penyelenggaraannya 

semakin berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan juga terukur. 23 

 Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, “pelayanan publik diartikan sebagai pemenuhan barang, jasa dan 

administrasi yang diberikan kepada seluruh warga negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”.24  

 Penyandang disabilitas sendiri memiliki hak pelayanan publik yang 

meliputi hak untuk memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan 

publik secara optimal, wajar, tanpa diskriminasi, pendamping serta 

penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat pelayanan publik tanpa 

tambahan biaya seperti layaknya masyarakat lainnya. 

                                                              
23) 

Kriswahyu,Heru dkk, ‘ Standarisasi Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 

2009 Survei Ombudsman RI Disusun Dengan Semangat Dedikasi', Ombudsman Republik 

Indonesia,2017,31. 
24)

 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 



38 
 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  terdapat standar 

wajib pelayanan publik yaitu: 

Persyaratan 

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan persyaratan 

adalah efektivitas serta efisiensi dalam arti persyaratan yang ada tidak 

menimbulkan kesulitan bagi pengguna layanan namun juga sesuai dengan 

landasan hukum yang ada. Informasi yang diberikan harus jelas dan 

terpublikasi dihadapan pengguna layanan. Melalui cara ini, pengguna layanan 

dapat memperoleh kejelasan dan penyelenggara layanan dapat 

meminimalisasi penjelesan secara langsung kepada penggunanya. 

Sebagaimana yang diterapkan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda 

Aceh yang menyediakan bagan khusus yang menjelaskan counter layanan 

untuk mempermudah pengguna layanan mencari informasi. 

                   

                                Gambar 4.3. Counter Layanan 
Sumber : Diolah Peneliti 
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Gambar 4.4 Counter Pelayanan prioritas 

Sumber : Diolah Peneliti 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasubag umum Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh tentang bagaimana ketersedian counter 

layanan di Mal Pelayanan Publik kota Banda Aceh bagi penyandang 

disabilitas  yang menyatakan bahwa : 

 “Counter layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Banda  
Aceh khususnya untuk penyandang disabilitas sudah tersedia, dengan 
adanya counter layanan khusus dengan menyediakan karyawan yang di 
tugaskan untuk membantu para penyandang disabilitas yang ingin 
melakukan proses pelayanan publik.”25  

 

                                                              
25) Hasil wawancara peneliti dengan Ibu IY  Kasubag Umum Mal Pelayanan Publik Kota Banda 

Aceh pada tanggal 9 Agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. 
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Kemudian, wawancara dengan karyawan Mal Pelayanan Publik yang 

berada di counter prioritas yang khusus melayani penyandang disabilitas  di 

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:  

“ untuk layanan prioritas yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Banda 
Aceh sudah cukup membantu penyandang disabilitas untuk melakukan 
proses pelayanan publik dengan baik, contohnya dengan adanya loket 
khusus yang disediakan dan fasilitas penunjang lainnya” 26 
 
Kemudian, wawancara dengan penyandang disabilitas tentang ketersediaan 

counter layanan dan counter khusus untuk penyandang disabilitas di  Mal Pelayanan 

Publik Kota Baanda Aceh menyebutkan bahwa: 

“counter layanan publik sangat membantu kami untuk melakukan proses 
pelayanan publik apalagi dengan hadirnya counter prioritas yang dimana 
kami sebagai pengguna yang ingin melakukan pelayanan publik bisa 
mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan ketika kami ingin melakukan 
proses perizinan, pembuatan ktp dan lain sebagainya” 27 
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti menemukan bahwa counter layanan serta counter prioritas yang tersedia di 

Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh sudah sangat membantu pengguna 

layaanan khususnya untuk penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi 

terkait dengan persyaratan-persyaratan. 

 

 

                                                              
26)

 Hasil wawancara peneliti dengan RR, selaku karyawan yang melayani counter prioritas pada 

tanggal 9 agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. 
27)

 Hasil wawancara peneliti dengan MNA, selaku penyandang disabilitas  pada tanggal 20 

agustus 2023 di rumah Pijat tuna netra Banda Aceh. 
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Sistem Mekanisme dan Prosedur  

Sistem, mekanisme dan prosedur merupakan rangkaian proses pelayanan yang 

disusun secara jelas dan pasti yang menggambarkan tata cara untuk penerimaan 

pelayanan. Selain itu, bagan alur harus dibuat secara jelas, sederhana, tidak rumit serta 

mudah dipahami dan dilaksanakan.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasubag umum, kepegawaian di 

Mal pelayanan Publik Kota banda Aceh tentang sistem mekanisme dan prosedur 

pelayanan di Mal Pelayanan Publik khususnya pada penyandang disabilitas.  

“ketika penyandang disabilitas yang ingin melakukan proses pelayanan publik, 
biasanya diwakilkan oleh kerabat dan nantinya orang tersebut yang akan 
menanyakan kepada counter pelayanan prioritas bagaimana prosedur ataupun 
mekanisme dalam proses pelayanan yang akan di gunakan”28 
 
Kemudian, wawancara dengan penyandang disabilitas tuna wicara tentang 

bagaimana sistem mekanisme dan prosedur ketika melakukan proses pelayanan di Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.  

“ ketika melakukan proses pengurusan ktp ataupun proses perizinan, kami 
biasanya langsung menemui pegawai yang ada di counter prioritas dan 
menanyakan bagaimana prosedur pengurusan tersebut”29 
 
Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, 

terlihat bahwa Mal Pelayanan Publik kota Banda Aceh masih belum memiliki bagan 

rangkaian proses pelayanan yang disusun secara jelas. Para pengguna layanan khusus 

                                                              
28 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu IY Kasubag Umum Mal Pelayanan Publik Kota Banda 

Aceh pada tanggal 9 Agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. 
29) Hasil wawancara peneliti dengan penyandang disabilitas tuna wicara pada tanggal 22 

agustus 2023 di ulee kareng Banda Aceh. 
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penyandang disabilitas biasanya berkomunikasi langsung dengan counter prioritas 

untuk memperoleh informasi terkait dengan mekanisme serta prosedurnya.  

Jangka waktu dan layanan  

Jangka waktu layanan merupakan tenggat waktu pemberian layanan 

oleh penyelenggara layanan. Kepastian waktu menjadi hal yang penting dan 

perlu diketahui pengguna pelayanan agar pengguna bisa menjalani setiap tahap 

layanan tanpa terburu- buru.  

                                           

 Gambar 4.5 Jam Pelayanan 

Sumber : Diolah Peneliti  
 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan karyawan khusus yang 

melayani counter prioritas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh terkait 

dengan jam Pelayanan.  

“kami menyediakan layanan informasi untuk semua konsumen yang 
ingin melakukan proses pelayanan publik termasuk dengan penyandang 
disabilitas, terkait dengan jam pelayanan kami sudah mengikuti jam 
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layanan yang sudah di tentukan baik untuk pengguna layanan 
penyandang disabilitas maupun non disabilitas.”30 
 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan karyawan di Mal 

Pelayanan Publlik Kota Banda Aceh bahwa untuk jam  layanan yang disediakan 

oleh instansi tersebut sudah sesuai dengan jam layanan yang tertera.  

Kemudian wawancara dengan penyandang disabilitas yang melakukan 

proses pelayanan publik di Mal pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

menyatakan bahwa: 

“ untuk jam layanan sudah terpenuhi, kami juga dilayani dengan baik 
jadi tidak ada permasalahan untuk jam layanannya ” 31 
 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat 

disimpulkan bahwa jam layanan pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda 

Aceh sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, terbukti dengan 

ketersediaan karyawannya yang selalu berada di counter masing-masing.  

Biaya/tariff 

Untuk mencegah terjadinya pengutipan yang tidak resmi, 

penyelenggara publik wajib memaparkan jika ada biaya/tariff yang harus 

dikeluarkan oleh penerima layanan publik.  

                                                              
30)

 Hasil wawancara peneliti dengan karyawan  Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh RR 

yang bertugas di counter prioritas pada tanggal 9 agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda 

Aceh. 
31)

 Hasil wawancara peneliti dengan penyandang disabilitas tuna wicara “I” terkait dengan 

keandalan staff Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2023.  
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Gambar 4.6. Banner layanan gratis   

Sumber: Diolah Peneliti  
 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

Karyawan Mal Pelayanan Publik kota Banda Aceh yang bertugas dibagian 

counter prioritas terkait dengan bagaimana tarif layanan. 

“Setiap konsumen yang melakukan proses pelayanan publik khususnya 
penyandang disabilitas, walaupun mereka mendapatkan perlakuan 
khusus tapi tidak dipungut biaya apapun ketika mereka melakukan 
layanan publik” 32 
 
Selanjutnya wawancara dengan penyandang disabilitas terkait dengan 

biaya/tariff layanan. 

“ketika melakukan proses pelayanan itu kami tidak dipungut biaya 
apapun dari mereka, semuanya gratis ”33 
 

                                                              
32 Hasil wawancara peneliti dengan RR  karyawan layanan prioritas pada tanggal 9 Agustus 

2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 
33) Hasil wawancara peneliti dengan penayandang disabilitas tuna netra MNA terkait dengan 

ketanggapan staff Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2023 di Rumah 

pijat Tuna Netra Banda Aceh.  
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa, tidak ada pemungutan biaya apapun ketika penyandang 

disabilitas melakukan proses pelayanan. 

Produk layanan 

  Informasi mengenai produk layanan sangat penting diketahui oleh 

pengguna. Penyelenggara wajib mempublikasikan semua produk layanan yang ada 

agar pengguna bisa melihat seluruh produk layanan yang disediakan oleh 

penyelenggara untuk dapat menciptakan kenyamanan dalam mengakses 

pelayanannya. 

    
Gambar 4.7. Produk Layanan 

Sumber: Diolah peneliti  
 

Hal ini sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

karyawan Mal Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa:  
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“produk layanan yang disediakan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda 
Aceh sangat beragam mulai dari pengurusan perizinan disduk capil dan 
lain sebagainya ”34 
 

Selanjutnya, wawancara dengan penyandang disabilitas yang langsung 

melakukan pengurusan perizinan maupun pembuatan ktp sebagai berikut: 

“ Banyak sekali produk layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik 
di Kota Banda Aceh, ini sangat memudahkan kami khususnya para 
penyandang disabilitas dikarenakan terdapat banyak pelayanan dalam 
satu gedung”35 
 
Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa produk layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik sangat beragam, 

informasi mengenai produk layanan juga sudah tertera dengan jelas pada 

gedung Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh di Pasar Aceh sehingga 

memudahkan pengguna untuk mengetahui tentang informasi produk layanan 

yang disediakan  

Sarana dan pra sarana  

untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, fasilitas yang tersedia 

harus memadai. Kondisi ini perlu tercipta agar pengguna mendapatkan rasa 

nyaman ketika mengakses pelayanannya. Penampilam dan kemampuan sarana 

dan pra sarana fisik instansi dan keadaan lingkungan sekitarnya dapat menjadi 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut.  

                                                              
34) 

Hasil wawancara peneliti dengan RR karyawan counter layanan prioritas pada tanggal 9 

agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. 
35) Hasil wawancara peneliti dengan penyandang disabilitas tuna netra  MNA pada 

tanggal 20 agustus 2023 di Rumah Pijat Netra di Banda Aceh.  
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sebagaimana yang diterapkan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda 

Aceh yang menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas agar 

mereka dapat melakukan proses pelayanan publik dengan nyaman. 

                    
Gambar 4.8 Ruang Tunggu Prioritas  Gambar 4.9. Kursi Roda 
             Sumber: diolah peneliti Sumber: diolah peneliti 

 

 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag umum Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh terkait dengan ketersediaan fasilitas 

ataupun sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh yang 

menyatakan bahwa: 

 “ fasilitas yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 
untuk penyandang disabilitas cukup lengkap mulai dari penyediaan 
kuris roda, lift, jalur khusus disabilitas serta parkir khusus disabilitas. 
Untuk saat ini, Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh pada bagian 
pengurusan perizinan sangat membantu penyandang disabilitas yang 
sedang melakukan proses pelayanan publik dengan menghadirkan loket 
khusus disabilitas serta ruang tunggu khusus yang berbeda dengan non 
disabilitas” 36 

 

                                                              
36 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu IY Kasubag umum Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 
pada tanggal 9 Agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.  
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  Gambar 4.10. Lift           Gambar 4.11. Jalur Disabilitas  

  Sumber: diolah peneliti              Sumber: Diolah peneliti 
                                                          

 
Kemudian, wawancara dengan karyawan Mal Pelayanan Publik  yang 

berada di counter prioritas yang khusus melayani penyandang disabilitas 

tenttang ketersediaan sarana dan pra sarana di Mal Pelayanan Publik Kota 

Banda Aceh menyebutkan bahwa : 

“ untuk sarana dan pra sarana yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota 
Banda Aceh sudah cukup membantu penyandang disabilitas untuk 
melakukan proses pelayanan publik dengan baik, contohnya dengan 
adanya ketersediaan kursi roda, tongkat, lift dan fasilitas penunjang 
lainnya”37 

   

  Kemudian, wawancara dengan penyandang disabilitas tentang 

ketersediaan sarana dan prasaraana pada Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh untuk 

disabilitas bahwa; 

 “ sarana dan pra sarana yang disediakan oleh Mal Pelayanan Publik 
sudah tersedia seperti yang diharapkan, hanya saja untuk fasilitas 
penunjang seperti lift yang masih bersifat umum, jadi menurut saya 
masih belum efektif untuk penyandang disabilitas fisik karena 

                                                              
37 Hasil wawancara peneliti dengan RR, selaku karyawan yang melayani counter prioritas pada tanggal 

9 agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.  
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seharusnya lift yang tersedia dihadirkan khusus untuk penyandang 
disabilitas” 38 

 
Selain itu, penelti juga melakukan wawancara terhadap disabilitas tuna rungu 

terkait dengan sarana yang disediakan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh  

  “ Untuk tuna rungu seperti kami tidak memiliki penerjemah sehingga 
kami merasa kesulitan untuk melakukan komunikasi, ketika 
berkomunikasi kami hanya menulis apa yang kami butuhkan tanpa 
penerjemah”39 

 
 Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa penggunaan sarana dan pra sarana (lift) yang masih belum 

memiliki standarisasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas karena bersifat 

umum, seharusnya penyandang disabilitas memiliki kode tersendiri pada lift untuk 

memudahkan tuna netra ataupun penyandang disabilitas lainnya. Selain itu, Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh juga seharusnya memiliki penerjemah khusus 

untuk penyandang disabilitas tuna rungu ataupun tuna wicara sehingga dapat 

memudahkan mereka berkomunikasi ketika melakukan pelayanan.  

Evaluasi kinerja pelaksana  

Penilaian pengguna pelayanan merupakan salah satu hal yang harus diterapkan 

kepada instansi pelayanan publik. Penyelenggara layanan akan memperoleh banyak 

masukan untuk peningkatan pelayanan. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan 

                                                              
38 Hasil wawancara Peneliti dengan Penyandang disabilitas Netra MNA pada tanggal 20 agustus di 
rumah pijat netra Banda Aceh  
39 Hasil wawancara peneliti dengan disabilitas Tunarungu IRW pada tanggal 22 agustus 2023 di ulee 
kareng 
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adalah melalui kotak sarana kepuasan pelanggan, kuesioner kepuasaan pelanggan atau 

sarana digital lain. 

                                          
Gambar 4.12 Survey Kepuasaan Masyarakat 

Sumber: diolah Peneliti  

Mal pelayanan publik Kota Banda Aceh sendiri memiliki Survey kepuasan masyarakat 

yang dilakukan melalui survey yang ada di website resmi Mal Pelayanan Publik Kota 

Banda Aceh. Selain itu, terdapat kotak saran yang tersedia di pusat informasi bagi para 

pengguna layanan yang ingin memberikan saran ataupun masukan.  

4.3. Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas  

Upaya pemerintah kota Banda Aceh dalam memenuhi sarana dan pra sarana 

untuk penyandang disabilitas khususnya dalam pelayanan publik yaitu 

menyediakan fasilitas yang menunjang guna mempermudah penyandang 

disabilitas untuk melakukan proses pelayanan publik. 

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan 

prinsip, pola, standar, pola penyelenggaraan biaya, pelayanan bagi penyandang 

disabilitas, wanita hamil serta lanjut usia, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, 

\pengaduan dan sengketa serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. 
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Pelayanan publik untuk penyandang disabilitas di mal pelayanan publik 

merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas 

memiliki akses yang setara terhadap layanan pemerintah dan tidak menghadapi 

hambatan dalam berinteraksi dengan intensitas pemerintah. pelayanan publik yang 

baik 

 di dalam Mal Pelayanan Publik untuk peyandang disabilitas dapat 

meningkatkan akses mereka ke layanan yang diperlukan, mempromosikan inklusi 

sosial dan membantu menciptakan masyarakat yang inklusif secara keseluruhan. 

Hal ini juga dapat membantu memenuhi kewajiban hukum yang melindungi hak-

hak penyandang disabilitas.  

 

 

Sarana dan Pra sarana  

Sarana dan prasarana dalam pelayanan publik merujuk pada infrastruktur, 

peralatan dan juga sistem yang digunakan untuk menyediakan layanan kepada 

masyarakat. Dalam hal pelayanan publik keduanya sangat penting untuk 

memastikan penyediaan pelayanan publik yang efektif dan efisien.  

Sarana dalam konteks pelayanan publik mengacu pada fasilitas fisik dan 

peralatan yang digunakan oleh penyedia layanan untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Sarana yang disediakan harus aman, nyaman dan sesuai 

dengan standar agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Sedangkan 
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untuk prasarana sendiri dalam konteks pelayanan publik adalah sistem yang 

mendukung penyediaan layanan tersebut.  

Pemerintah memiliki peran utama dalam memenuhi sarana dan prasarana 

untuk masyarakat terutama penyandang disabilitas yang merupakan bagian 

dari masyarakat prioritas, pemerintah harus mampu untuk menciptakan 

masyarakat yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap 

warganya, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis disabilitas. 

Kebijakan inklusi, regulasi, pembangunan fisik, akses informasi serta 

keterlibatan penyandang disabilitas menjadi indikator penting yang harus di 

bangun oleh pemerintah guna menciptakan linkungan yang ramah disabilitas 

dan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang 

sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan 

demikian, penyandang disabilitas dapat melakukan  pelayanan publik sesuai 

dengan layanan yang mereka butuhkan.   

Ketika sarana dan prasarana pelayanan publik dikelola dengan baik, maka 

dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi biaya 

operasional dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Dalam 

pengembangan pelayanan publik yang efektif, penting sekali untuk 

mempertimbangkan sarana dan prasarana dan mengalokasikan sumber daya 

yang memadai untuk pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan mereka agar 

masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang berkualitas. 
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Seperti yang terjadi di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

bagaimana sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam 

melakukan proses pelayanan publik khususnya pelayanan untuk 

penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan khusus.  

Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan kabag ekonomi di balai 

Kota Banda Aceh mengenai sarana dan pra sarana yang di hadirkan dalam 

pelayanan publik di Mal Pelayanan publik Di Kota Banda Aceh bagi 

penyandang disabilitas bahwa:  

“setiap instansi yang berada di kota Banda Aceh memang harus 

memfasilitasi penyandang disabilitas yang melakukan proses 

pelayanan publik. Hal itu didasari dengan peraturan perundang 

undangan nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 

dimana sarana prasarana untuk penyandang disabilitas harus 

terpenuhi.”40 

 

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan penyandang disabilitas 

terkait dengan sarana dan pra sarana yang tersedia di Mal Pelayanan Publik 

Kota Banda aceh sebagai berikut : 

 “penyediaan sarana dan pra sarana untuk penyandang disabilitas 

di Mal Pelayanan Publik ini sudah cukup lengkap mulai dari 

adanya lift, toilet khusus disbilitas, parkir khusus disabilitas, 

jalan yang ramah untuk pengguna kursi roda, penyediaan alat 

bantu serta pelayanan khusus yang disediakan untuk penyandang 

disabilitas”41 

                                                              
40) Hasil wawancara peneliti dengan  Bapak IR Kasubag Ekonomi di Balai Kota Banda 

Aceh terkait dengan sarana dan pra sarana yang dihadirkan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

pada tanggal 22 agusutus 2023.  
41)

 Hasil wawancara peneliti dengan MNA, selaku penyandang disabilitas pada tanggal 20 

agustus 2023 di rumah pijat tuna netra Banda Aceh  
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Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap 

instansi pelayanan publik di Kota Banda Aceh sudah memiliki sarana pra 

sarana yang terpenuhi khususnya untuk penyandang disabilitas.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat 

dikatakan bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh sudah memiliki 

sarana dan pra sarana dengan adanya infrastruktur seperti tersedianya akses 

menuju lift, peralatan seperti tersedianya kursi roda, tongkat, alat 

pendengar untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan fasilitas penunjang 

lainnya. 

 

Persamaan perlakuan  

Persamaan perlakuan dalam pelayanan publik merujuk pada prinsip 

bahwa semua individu harus diberikan perlakuan yang sama tanpa adanya 

diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan karakteristik pribadi 

tertentu seperti jenis kelamin, usia, ras, agama, kebangsaan, orientasi seksual 

atau status sosial dan ekonomi. Hal-hal tersebut merupakan prinsip dasar 

dalam pelayanan publik yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, 

kesetaraan dan hak asasi manusia. Dalam konteks pelayanan publik, sangat 

penting untuk menilai apakah prinsip persamaan perlakuan dipatuhi dan 

diterapkan secara efektif oleh penyedia layanan terutama pelayanan dalam 

pemerintah.  
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Upaya-upaya untuk memastikan perlakuan dapat melibatkan 

perencanaan kebijakan yang inklusif, pelatihan staf, pemantauan dan 

evaluasi serta respon terhadap keluhan atau pelanggaran terkait dengan 

diskriminasi.  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabag Ekonomi di Balai 

Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa: 

“Persamaan hak harus tercipta di ranah pelayanan publik karena 

pemerintah memiliki tujuan bahwa penyandang disabilitas dapat 

mengakses, memanfaatkan dan berpartisipasi dalam layanan publik 

dengan cara yang sama seperti individu lainnya. persamaan perlakuan 

dalam proses pelayanan publik untuk penyandang disabilitas adalah 

bagian integral dari upaya menuju masyarakat yang inklusif dan 

adil.’’42 

 

   Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan penyandang disabilitas 

terkait dengan persamaan perlakuan dalam melakukan proses pelayanan 

publik bagi penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

bahwa: 

 “persamaan perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam ruang 

pelayanan publik sangat penting dikarenakan prinsip tersebut 

membantu para penyandang disabilitas terhindar dari adanya 

diskriminasi ataupun perlakuan yang tidak adil”43 

 

                                                              
42) Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak IR  selaku kasubag Ekonomi Di Balai Kota Banda 

Aceh terkait dengan kesamaan hak yang tercipta dalam proses pelayanan publik pada tanggal 22 agustus 

2023. 
43) Hasil wawancara peneliti dengan IRW selaku penyandang disabilitas tuna rungu terkait dengan 

persamaan perlakuan pada tanggal 22 agustus 2023.  
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi yang dilakukan oleh peneliti 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa persamaan hak untuk penyandang  

disabilitas di Mal Pelayanan Publik dapat dikatakan inklusif dan ramah 

terhadap penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan pra sarana dapat 

dipastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memperoleh manfaat yang 

sama dan mengakses layanan dengan cara yang setara dengan individu 

lainnya. 

Keterbukaan 

Keterbukaan dalam standarisasi pelayanan publik untuk penyandang disabilitas 

merujuk pada transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan 

publik yang diarahkan untuk penyandang disabilitas. Hal ini melibatkan semua pihak 

terkait yang aktif termasuk pemerintah, penyandang disabilitas dan masyarakat umum 

dalam proses pengembangan dan implementasi standar pelayanan yang inklusif dan 

aksesibel bagi penyandang disabilitas. Keterbukaan pelayanan publik untuk 

penyandang disabilitas mencakup sikap, tindakan dan juga kebijakan yang di dukung 

oleh pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memastikan bahwa penyandang 

disabilitas dapat mengakses dan menggunakan layanan publik secara mudah tanpa 

hambatan. Keterbukaan dalam pelayanan publik untuk penyandang disabilitas 

merupakan langkah penting untuk menuju inklusi dan kesetaraan. Ini dapat membantu 

menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan ramah bagi semua warga tanpa 

memandang latar belakang atau kondisi individu. 



57 
 

 

Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan kabag ekonomi di Balai 

Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:  

“ keterbukaan dalam standarisasi pelayanan publik untuk penyandang 

disabilitas adalah prinsip yang sangat diperlukan untuk menciptakan 

lingkungan yang inklusif dan adil. Hal ini harus didukung aktif dari 

semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa pelayanan publik 

yang disediakan memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas 

dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam 

keterbukaan pada proses pelayanan publik untuk penyandang disabilitas 

dapat mencakup sejumlah tindakan yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama.”44 

  

 Selanjutnya wawancara dengan penyandang disabilitas terkait dengan 

keterbukaan untuk penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik di Kota Banda 

Aceh sebagai berikut :  

“menurut saya, pemerintah kota sudah melibatkan penyandang 

disabilitas dengan tersedianya beberapa fasilitas fisik dan juga layanan 

prioritas yang memudahkan penyandang disabilitas untuk melakukan 

proses pelayanan publik”45 

 Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah Kota 

Banda Aceh sudah  berupaya dalam keterbukaan untuk penyadang disabilitas di Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi demi menciptakan lingkungan yang ramah akan disabilitas di Mal Pelayanan 

Publik Kota Banda Aceh. 

  

                                                              
44)

 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak IR selaku kasubag Ekonomi di Balai Kota Banda 

Aceh terkait dengan keterbukaan dalam pelayanan publik untuk penyandang disabilitas pada tanggal 22 

Agustus 2023.  
45) Hasil wawancara peneliti dengan Bapak MNA selaku penyandang disabilitas netra pada 

tanggal 20 Agustus 2023 
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  Keterjangkauan masyarakat 

 Keterjangkauan masyarakat dalam standarisasi pelayanan publik untuk 

penyandang disabilitas merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan 

yang inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas. Keterbukaan ini mencakup 

partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan pemantauan 

layanan publik yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam konteks 

ini ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu: 

1. Akses Fisik, fasilitas pelayanan publik yang harus dirancang sesuai dengan 

penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut seperti lift, tangga yang dapat diakses 

penyandang disabilitas dan fasilitas toilet yang ramah akan disabilitas. 

2. Penggunaan bahasa isyarat, untuk penyandang disabilitas yang menggunakan 

bahasa isyarat sebagai bahasa komunikasi mereka, penyedia layanan harus 

menyediakan penerjemah bahasa isyarat saat diperlukan sehingga penyandang 

disabilitas dapat berkomunikasi dengan staf pelayanan.  

3. Aksesibilitasas Teknologi, layanan publik harus menyediakan aksesibilitas 

teknologi, sperti situs web yang dapat diakses oleh pembaca layar, perangkat 

lunak yang mendukung penggunaan komputer bagi penyandang disabilitas 

ataupun aplikasi yang dirancang dengan fitur aksesibilitas. 

4. Pelayanan khusus, pelayanan yang harus dihadirkan untuk penyandang 

disabilitas seperti pendamping pribadi atau penerjemah bahasa isyarat terutama 

dalam situasi yang memerlukan komunikasi yang kompleks 
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5. Pelatihan staf, staf pelayanan publik harus dilatih bagaimana harus berinteraksi 

dengan penyandang disabilitas dengan sensitivitas dan pemahaman terhadap 

kebutuhan mereka. Mereka di tuntut untuk memerikan bantuan jika diperlukan 

dan merespon dengan hormat terhadap permintaan penyadang disabilitas. 

6. Informasi yang mudah dijangkau, informasi tentang layanan dan prosedur harus 

tersedia dalam  berbagai format yag dapat diakses oleh penyandang disabilitas. 

7. Konsultasi dan partisipasi, penyandnag disabilitas harus diundang untuk 

berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang layanan 

yang mereka butuhkan. Ini penting untuk memastikan bahwa perspektif mereka 

dipertimbangkan. 

 Keterjangkauan masyarakat dalam pelayanan publik untuk penyandang 

disabilitas penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan 

memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara ke 

layanan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pelayanan terbaik. 

Langkah-langkah yang disebutkan diatas dapat mampu meningkatkan 

keterjangkauan masyarakat dan memastikan bahwa penyandang disabilitas 

tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses layanan publik. 

        Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan kabag ekonomi di Balai Kota 

Banda Aceh yang menyebutkan bahwa: 

“untuk keterjangkauan masyarakat dalam proses pelayanan publik 

apalagi di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh khususnya untuk 

penyandang disabilitas sudah terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat dari 

aksesibilitas fisik yang mencakup kemampuan individu untuk mencapai 
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lokasi atau fasilitas layanan publik. Misalnya, fasilitas yang harus 

mudah diakses oleh orang dengan mobilitas terbatas atau penyandang 

disabilitas”46 

 

 

Selanjutnya, wawancara dengan penyandang disabilitsa terkait dengan 

keterjangkauan masyarakat khususnya untuk penyandang disabilitas.  

” keterjangkauan masyarakat dalam melakukan proses pelayanan publik 

di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh mulai dari akses fisik seperti 

lift serta pelayanan khusus yang memudahkan penyandang disabilitas 

seperti kami untuk melakukan proses pelayanan publik. Namun, 

terdapat kendala pada komunikasi terhadap penyandang disabilitas tuna 

wicara dimana pegawai disana masih belum menguasai bahasa 

isyarat”47 

 

 Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti  

dapat menyimpulkan bahwa keterjangkauan masyarakat dalam standarisasi pelayanan 

publik untuk penyandang disabilitas tidak semuanya terpenuhi. Keterjangkauan 

masyarakat adalah salah satu prinsip dasar dalam menciptakan masyarakat yang 

inklusif dan adil khususnya untuk penyandang disabilitas yang harus menerima 

pelayanan prioritas.  

                                                              
46 Hasil wawancara dengan Bapak IR selaku Kabag Ekonomi di Balai Kota Banda Aceh 

terkait dengan keterjangkauan proses pelayanan untuk masyarakat pada tanggal 22 Agustus 2023.  

47) Hasil wawancara peneliti dengan Bapak IRW selaku  penyandang disabilitas tuna rungu 
pada tanggal 22 Agustus 2023  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Standarisasi pelayanan publik bagi 

penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh sebagai berikut: 

1. Penerapan Standarisasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal 

Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh belum optimal. ini di tunjukan dengan 

tidak tersedianya sarana dan pra sarana yang sesuai standar pelayanan. Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh sendiri belum memiliki penerjemah yang 

bersertifikasi untuk disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara sehingga sulit 

bagi mereka untuk berkomunikasi dengan penyelenggara layanan.  

2. Upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi standarisasi pelayanan 

publik untuk penyandang disabilitas sudah dilakukan dengan 4 tahapan yaitu 

tersedianya sarana dan pra sarana, persamaan perlakuan, keterbukaan dan juga 

keterjangkauan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut sudah 

diterapkan disemua instansi pelayanan publik termasuk Mal Pelayanan Publik 

Kota banda Aceh guna mempermudah penyandang disabilitas.   
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5.2. Saran  

1. Bagi pemerintah Kota Banda Aceh harus melakukan evaluasi dan memperbaiki 

aksesibilitas fisik untuk fasilitas yang berada di Mal Pelayanan Publik Kota 

Banda Aceh dan memastikan fasilitas tersebut sudah memenuhi standar 

aksesibilitas yang sesuai dengan berbagai jenis disabilitas. Selain itu, 

pemerintah juga harus mengadakan pelatihan khusus untuk karyawan-

karyawan di Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh agar memudahkan para 

penyandang disabilitas melakukan proses pelayanan publik 

2. Bagi pegawai Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh harus responsif kepada 

pelanggan disabilitas yang melakukan proses pelayanan publik di Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh. Selain itu, pegawai yang berada di Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh juga harus bersedia mengikuti pelatihan 

bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan penyandang disabilitas 

khususnya bagi karyawan yang bertugas di Counter prioritas.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Prosedur wawancara 

A. Pertanyaan untuk Kabag Ekonomi Balai Kota Banda Aceh 

1. Apakah sudah direncanakan bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Banda 

Aceh di Pasar Aceh akan memenuhi standar perencanaan pembangunan 

dan juga fasilitas dan pelayanan yang ramah untuk disabilitas ? 

2. Apa yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh terkait pelaksanaan 

standarisasi pelayanan pubik bagi penyandang disabilitas di Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh? 

3. Siapa yang menyelenggarakan pelayanan publik bagi penyandang 

disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh? 

4.  Apakah pemerintah menyediakan fasilitas penunjang untuk 

penyandang disabilitas? 

B. Pertanyaan untuk pegawai Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

1. Bagaimana Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh menerapkan 

fasilitas pelayanan publik untuk penyandang disabilitas di Mal 

Pelayanan Publik Kota Banda Aceh? 

2. Apakah sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas disediakan 

berdasarkan kondisi penyandang disabilitasnya? 

3. Apakah perbedaan pelayanan publik untuk disabilitas dan 

nondisabilitas? 
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4. Bagaimana perlakuan pegawai Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

kepada penyelenggaraan pelayanan publik berlangsung? 

5. Apakah pegawai Mal Pelayanan Publik memberikan perlakuan khusus 

kepada penyandang disabilitas ketika melakukan proses pelayanan 

sesuai dengan amanat Undang-Undang? 

C. Pertanyaan untuk penyandang disabilitas 

1. Bagaimana proses pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik di Kota 

Banda Aceh bagi penyandang disabilitas? 

2. Apakah fasilitas yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Banda 

Aceh dapat membantu penyandang disabilitas dalam melakukan proses 

pelayanan publik? 

3. Apakah ada fasilitas khusus yang tersedia di Mal Pelayanan Publik 

untuk penyandang disabilitas? 

4. Apakah karyawan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh cukup 

membantu penyandang disabilits dalam pelayanan publik? 
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Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara  

 

Wawancara dengan Karyawan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh 

 

Wawancara dengan karyawan counter disabilitas  
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Wawancara dengan Kabag Ekonomi Balai Kota Banda Aceh  

 

Wawancara dengan penyandang disabilitas tuna netra 
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Wawancara dengan penyandang disabiliitas tuna rungu 
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Lampiran 1: Surat Keteragan Penelitian  
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Lampiran 2 : Surat Penelitian  
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Lampiran 3:  
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